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Perjanjian Kerahasiaan ini (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dibuat dan ditandatangani pada hari ini Kamis tanggal Tujuh belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh lima (17-04-2025) oleh dan antara:

1. PT BHUMI VISATANDA INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 08 tanggal 8 April 1996 dibuat dihadapan Herry Prabowo Kurniawan, S.H., Notaris di Klaten, yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 02-4854.HT.01.01.TH.98 dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 13 tanggal 05 Juli 2025 yang dibuat di hadapan  Ir. Edwin Rusdi, S.H., M.Kn., M.Hum., Notaris di Kabupaten Bantul, yang disahkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Nomor AHU-AH.01.09-0308503 berkedudukan di Jakarta Timur, DKI Jakarta dan beralamat di Kantor Pengelola TMII, Jl. Raya Taman Mini, Jakarta Timur,  diwakili oleh Ratri Paramita yang bertindak dalam kapasitasnya selaku Plt. Direktur Utama dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Bhumi Visatanda Indonesia untuk selanjutnya disebut, untuk selanjutnya disebut sebagai BHIVA; dan
2. Nama Perusahaan, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Notaris Nomor … tanggal … yang dibuat dihadapan nama notaris, Notaris di … , serta telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik lndonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor … tanggal …  yang beralamat kantor di …….., yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Akta Perubahan Nomor … tanggal …… yang dibuat dihadapan …… Notaris di …….., yang penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor ….. tanggal ….. dalam hal ini diwakili oleh Nama Pejabat selaku Jabatan, yang selanjutnya disebut “Singkatan Nama Perusahaan”.
BHIVA dan XXX  selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan secara terpisah disebut "Pihak". Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa BHIVA adalah suatu Perusahaan berbadan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang melakukan operasional pengelolaan Taman Mini lndonesia lndah berikut fasilitas pariwisata pendukungnya;

b. Bahwa XXX  adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha …..;

c. Bahwa telah dilakukan pembahasan antara Para Pihak sehubungan dengan rencana kerja sama dalam rangka ……… (Selanjutnya disebut “Tujuan Pengungkapan”);

d. Bahwa berdasarkan Tujuan Pengungkapan tersebut di atas, salah satu Pihak bermaksud untuk mengungkapkan Informasi Rahasia (“Pihak Pengungkap”) dan Pihak lainnya bermaksud menerima dan menjaga Informasi Rahasia tersebut (“Pihak Penerima”). 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Para Pihak sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

(1) “Afiliasi” adalah, sehubungan dengan salah satu Pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh salah satu Pihak, atau menguasai Pihak tersebut, atau di bawah penguasaan dari salah satu Pihak. Untuk kepentingan definisi Afiliasi ini, “penguasaan” dari salah satu Pihak adalah memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan, mengelola dan melaksanakan suatu kebijakan yang dikehendaki oleh Pihak tersebut, dan disepakati bahwa penguasaan salah satu Pihak dapat dilaksanakan tanpa kepemilikan saham, baik langsung maupun tidak langsung, sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih, di mana penguasaan secara langsung maupun tidak langsung sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih akan disebut sebagai penguasaan secara efektif.
(2) “Informasi Rahasia” adalah setiap dan seluruh informasi yang berhubungan dengan kegiatan usaha salah satu Pihak, termasuk teknologi, produk-produk, layanan-layanan, keterangan rahasia dan/atau rahasia dagang, data terkait lahan, potensi dan konsep pengembangan, masterplan dan highest best use, data hasil riset, konsep, konten, desain, seluruh catatan, laporan, peta, tabel, rencana strategis, penelitian dan data-data lainnya, baik dalam bentuk tertulis, lisan maupun elektronik, baik dicantumkan atau tidak istilah “Rahasia” pada dokumen tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung diberikan oleh Pihak Pengungkap kepada Pihak Penerima, serta termasuk Perjanjian ini dan seluruh diskusi, negosiasi dan rancangan atau draft dokumen yang dibuat di antara Para Pihak sehubungan dengan Tujuan Pengungkapan yang akan dilaksanakan.
(3) “Para Wakil” adalah mencakup para pegawai, direktur, komisaris, pemegang saham, agen, penasihat, induk perusahaan, anak perusahaan atau Afiliasi dari masing-masing Pihak.
PASAL 2

PERLINDUNGAN ATAS INFORMASI RAHASIA

(1) Pihak Penerima menyetujui bahwa Informasi Rahasia yang diterimanya akan dijaga dengan sebaik-baiknya dan Pihak Penerima beserta Para Wakilnya tidak akan mengungkapkan, menyalurkan, menyalin dan/atau menggunakan Informasi Rahasia kecuali untuk kepentingan Tujuan Pengungkapan. Pihak Penerima menyetujui bahwa Pihak Penerima harus mengambil seluruh langkah yang wajar untuk melindungi Informasi Rahasia termasuk, namun tidak terbatas pada, langkah-langkah yang diambil untuk melindungi informasi rahasianya sendiri yang berharga.

(2) Pihak Penerima setuju untuk membatasi pengungkapan Informasi Rahasia hanya kepada Para Wakil yang perlu mengetahui Informasi Rahasia sehubungan dengan Tujuan Pengungkapan. Pihak Penerima tidak boleh mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga mana pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pengungkap, kecuali: 

a. kepada, Para Wakil yang perlu untuk mengetahuinya dan dengan ketentuan Para Wakil tersebut setuju untuk terikat pada ketentuan Perjanjian ini seolah-olah Para Wakil tersebut tercantum sebagai Pihak dalam Perjanjian ini serta menggunakan Informasi Rahasia hanya untuk Tujuan Pengungkapan; atau 

b. dimana pengungkapan tersebut disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perintah pengadilan, otoritas pemerintah, atau peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan pasar modal yang berlaku. Masing-masing Pihak harus bertanggung jawab untuk setiap pelanggaran atas Perjanjian ini yang dilakukan oleh Para Wakilnya, sepanjang pelanggaran atas Perjanjian ini merupakan tindakan, kesalahan, atau kelalaian Pihak Penerima dan/atau Para Wakilnya.

(3) Selain itu, terkecuali untuk pengungkapan yang diperbolehkan dalam ayat sebelumnya, masing-masing Pihak dan Para Wakilnya setuju bahwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya, masing-masing Pihak tidak akan mengungkapkan kepada siapapun mengenai fakta bahwa Informasi Rahasia tersebut telah diberitahukan kepadanya, mengenai keberadaan Perjanjian ini dan/atau setiap pembahasan, negosiasi, syarat dan ketentuan, status atau fakta lainnya sehubungan dengan Tujuan Pengungkapan.

(4) Dalam hal Pihak Penerima atau Para Wakilnya diminta atau disyaratkan oleh penyidik (termasuk penyidik pegawai negeri sipil dan/atau pejabat negara lainnya yang diberi kewenangan sebagai penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan), perintah hakim atau pengadilan atau arbitrase, dan/atau permintaan resmi tertulis dari instansi yang berwenang dan diberi mandat untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pihak Penerima, peraturan pasar modal, dan/atau untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengungkapkan setiap Informasi Rahasia, maka disepakati bahwa Pihak tersebut akan segera memberikan kepada Pihak Pengungkap suatu pemberitahuan atas permintaan tertulis tersebut, sehingga Pihak Pengungkap dapat mencari perintah perlindungan yang tepat dan/atau mengesampingkan kewajiban Pihak Penerima berdasarkan Perjanjian ini. Pihak Penerima wajib memberikan kesempatan yang wajar kepada Pihak Pengungkap untuk meneliti dan memberikan pendapat/komentar atas pengungkapan tersebut, dan persetujuan dari Pihak Pengungkap diperlukan untuk setiap keterangan/referensi yang menunjuk kepada Pihak Pengungkap atau segala aspek dari Pihak Pengungkap (persetujuan tersebut tidak mencegah Pihak Penerima untuk mematuhi perintah dari pihak yang berwenang, ketentuan pasar modal, atau hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut). Pengungkapan Informasi Rahasia tersebut diperkenankan hanya untuk pemenuhan kewajiban berdasarkan permintaan tersebut dan hanya untuk hal-hal yang diminta berdasarkan permintaan tersebut.

PASAL 3

PENGECUALIAN ATAS INFORMASI RAHASIA

Pihak Penerima tidak memiliki kewajiban apapun kepada Pihak Pengungkap atas informasi yang:

a. telah diketahui oleh umum dan pengungkapannya bukan oleh Pihak Penerima atau Para Wakilnya;
b. diungkapkan Pihak Penerima berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan perintah pihak-pihak yang berwenang;
c. diungkapkan Pihak Penerima berdasarkan persetujuan secara tertulis oleh Pihak Pengungkap;
d. dikembangkan secara independen oleh Pihak Penerima tanpa menggunakan Informasi Rahasia apa pun yang disediakan oleh Pihak Pengungkap.
e. dalam hal terdapat informasi rahasia yang sebelumnya dimiliki/diketahui Pihak Penerima dan kemudian terhadap informasi tersebut menjadi informasi publik yang terjadi bukan karena diungkapkan oleh Pihak Penerima dan/atau Pihak Pengungkap. 
PASAL 4

JANGKA WAKTU

(1) Ketentuan Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan kewajiban dari Pihak Penerima akan terus berlangsung dan akan tetap berlaku hingga terjadinya peristiwa berikut: 

a. selesainya atau berakhirnya pelaksanaan terhadap Tujuan Pengungkapan dan Para Pihak telah mengikatkan diri dengan ketentuan kerahasiaan yang tercantum dalam perjanjian pengikatan terkait dengan Tujuan Pengungkapan; atau

b. batalnya atau tidak tercapainya Tujuan Pengungkapan.

(2) Salah satu Pihak dapat secara sepihak mengakhiri/memutuskan Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir dengan memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pengakhiran/pemutusan Perjanjian ini.

(3) Dengan berakhirnya Perjanjian ini yang disebabkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, maka Para Pihak sepakat untuk tetap memenuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasian Informasi walaupun Perjanjian tersebut telah berakhir.

(4) Berkenaan dengan pemutusan perjanjian tersebut, Para Pihak sepakat untuk mengabaikan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tentang Pembatalan/Pemutusan Perjanjian.

PASAL 5

KEPEMILIKAN INFORMASI RAHASIA

(1) Informasi Rahasia dan salinan-salinannya tetap menjadi milik Pihak Pengungkap. Pihak Pengungkap menyatakan bahwa dirinya berhak membuat pengungkapan tersebut berdasarkan Perjanjian ini. Informasi Rahasia yang diungkapkan berdasarkan Perjanjian ini diberikan secara “apa adanya” dan Pihak Pengungkap tidak memberikan jaminan atas kelengkapan, ketepatan, kesesuaian untuk maksud tertentu dari Informasi Rahasia selain Tujuan Pengungkapan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, atau setiap penggunaan hasil dari Informasi Rahasia dan dengan tidak dilanggarnya hak kekayaan industri atau hak kekayaan intelektual dari suatu pihak ketiga.

(2) Pihak Penerima menyetujui untuk tidak menjual, mengembangkan, menggunakan atau dengan cara lain mengeksploitasi produk-produk, jasa-jasa, dokumen-dokumen atau informasi yang berisi tentang atau berdasarkan pada Informasi Rahasia. Perjanjian ini tidak menghalangi suatu Pihak untuk membuat, menggunakan, memasarkan, memberikan lisensi, atau menjual setiap teknologi, produk, atau barang yang dikembangkan secara mandiri, baik yang serupa atau berhubungan dengan Informasi Rahasia yang diungkapkan berdasarkan Perjanjian ini, dengan ketentuan Pihak tersebut dapat membuktikan bahwa Pihak tersebut tidak melakukannya dengan melanggar Perjanjian ini.

PASAL 6

PENGEMBALIAN INFORMASI

(1) Dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini atau diakhirinya negosiasi-negosiasi antara Para Pihak atau berdasarkan permintaan tertulis dari Pihak Pengungkap, Pihak Penerima akan:  

a. mengembalikan atau memusnahkan seluruh Informasi Rahasia dan salinan yang berada padanya atau dibawah kontrolnya secara nyata; 

b. memusnahkan secara permanen seluruh Informasi Rahasia yang berada padanya atau dalam kontrol alat elektronik;

c. menginstruksikan Para Wakil untuk melakukan hal yang sama terhadap setiap Informasi Rahasia yang berada dalam kontrolnya;   

d. menuangkan pemusnahan dan penghapusan sebagaimana tersebut di atas dalam berita acara yang ditandatangani oleh Para Pihak atau petugas dari Para Pihak yang mengawasi pemusnahan dan penghapusan tersebut.

(2) Tanpa mengesampingkan ketentuan ayat (1) Pasal ini, Informasi Rahasia dan setiap dokumen atau analisa-analisa lainnya yang dibuat oleh Pihak Penerima yang mengandung Informasi Rahasia dapat disimpan oleh Pihak Penerima dengan persetujuan tertulis dari Pihak Pengungkap semata-mata untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan, hukum, peraturan atau persyaratan-persyaratan audit dengan syarat Pihak Penerima setuju bahwa kewajiban kerahasiaan yang sama yang terkandung dalam Perjanjian ini berlaku untuk Informasi Rahasia yang disimpan oleh Pihak Penerima selama periode penyimpanan tersebut. 
PASAL 7

PIHAK KETIGA

(1) Penunjukan pihak ketiga dalam kaitannya untuk pelaksanaan Tujuan Pengungkapan harus mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pengungkap dan untuk kepentingan pengungkapan Informasi Rahasia, maka pihak ketiga telah sepakat dan memberikan persetujuan tertulis untuk menjaga serta tidak mengungkapkan Informasi Rahasia yang telah diterima sekaligus bersedia untuk tunduk pada ketentuan Perjanjian ini.

(2) Pihak ketiga bersedia mengembalikan semua Informasi Rahasia kepada Pihak Pengungkap berikut setiap salinan yang dibuat oleh pihak ketiga yang oleh karenanya pihak ketiga dapat mempunyai akses untuk menguasai dan/atau memiliki Informasi Rahasia, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pihak ketiga menyelesaikan pekerjaannya berkaitan dengan Tujuan Pengungkapan, dengan dibuktikan melalui berita acara pengembalian dokumen dan/atau Informasi Rahasia yang ditandatangani oleh Para Pihak dan pihak ketiga.

PASAL 8

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

(2) Para Pihak sepakat menyelesaikan setiap perbedaan pendapat secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai penyelesaian, maka perselisihan akan diselesaikan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sleman.

PASAL 9

KORESPONDENSI
(1) Semua pemberitahuan yang diperlukan atau diperbolehkan untuk diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuatkan dalam bentuk tertulis, disampaikan secara langsung ataupun melalui kurir dan mendapat tanda terima, melalui surat elektronik atau pemberitahuan lain yang disepakati Para Pihak. Semua pemberitahuan akan dianggap telah diterima pada hari pemberitahuan tersebut diterima ke alamat berikut ini:

I. BHIVA
PT Bhumi Visatanda Indonesia

Nama
: Ratri Paramita

Jabatan
: Plt. Direktur Utama

Alamat
: Kantor Gedung Pengelola TMII, Jl. Raya Taman Mini, Jakarta Timur

Telp. 
: 021 840 3400 / 081227168899

II. XXX
NAMA PERUSAHAAN

U.p
: 

Alamat
: 

Telepon
: 

Email
: 

PASAL 10

PEMULIHAN
Dalam hal Pihak Penerima melanggar Perjanjian ini, maka Pihak Penerima menyatakan dan menyetujui bahwa ganti rugi mungkin tidak mencukupi dan karenanya, jika Pihak Penerima atau Para Wakilnya terbukti melanggar setiap kewajibannya, baik karena kesalahan, kesengajaan, dan/atau kelalaian, berdasarkan Perjanjian ini, selain mendapatkan ganti rugi, Pihak Pengungkap berhak atas pemulihan lainnya berdasarkan hukum, termasuk namun tidak terbatas putusan-putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu.

PASAL 11

PEMBERLAKUAN SEBAGIAN

(1) Dalam hal terdapat ketentuan dari Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, Para Pihak sepakat bahwa ketentuan yang tidak berlaku tersebut tidak akan mempengaruhi seluruh ketentuan yang lain dalam Perjanjian ini.

(2) Para Pihak sepakat untuk menggantikan ketentuan yang tidak berlaku tersebut dengan ketentuan yang sedapat mungkin mencerminkan maksud semula dari Para Pihak. 

PASAL 12

PERNYATAAN DAN JAMINAN

(1) Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa Pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah Pihak yang berhak dan berwenang untuk mewakili Perusahaan serta mewakili Para Pihak dalam Perjanjian ini berdasarkan Anggaran Dasar beserta perubahannya yang berlaku bagi Para Pihak.

(2) Pihak Penerima menjamin kerahasiaan atas Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab secara hukum terhadap segala kerugian, klaim, tuntutan, dan gugatan yang mungkin muncul di kemudian hari serta membebaskan Pihak Pengungkap dari segala kerugian, klaim, tuntutan dan gugatan yang mungkin muncul di kemudian hari atas terbukanya Informasi Rahasia dimaksud, selama atas segala kerugian, klaim, tuntutan dan gugatan tersebut dapat dibuktikan secara nyata merupakan kesalahan Pihak Penerima. 

(3) Pihak Penerima bertanggung jawab atas pembocoran Informasi Rahasia dan/atau fraud/kecurangan yang terbukti dilakukan oleh Para Wakilnya dan bertanggung jawab atas segala kerugian, klaim, tuntutan dan gugatan yang mungkin muncul akibatnya serta membebaskan Pihak Pengungkap dari segala kerugian, klaim, tuntutan dan gugatan yang mungkin muncul dimaksud selama atas segala kerugian, klaim, tuntutan dan gugatan tersebut dapat dibuktikan secara nyata merupakan kesalahan Pihak Penerima.

(4) Pihak Pengungkap menjamin kebenaran dan kesesuaian atas Informasi Rahasia yang diberikan kepada Pihak Penerima serta bertanggung jawab secara hukum terhadap segala kerugian, klaim, tuntutan, dan gugatan yang mungkin muncul di kemudian hari serta membebaskan Pihak Penerima dari segala kerugian, klaim, tuntutan dan gugatan yang mungkin muncul di kemudian hari atas kebenaran dan kesesuaian Informasi Rahasia dimaksud.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani Para Pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. 
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